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SINOPSIS 

 Judul dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Desa yang berlokasi di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 
Kabupaten Bantul. Penulisi tertarik melakukan penelitian dengan judul tersebut 
karena dengan di terbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih 
mengutamakan pelaksanaan otonomi desa. Pengelolaan APBDES merupakan 
faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan sangat berpengaruh 
dalam keberhasilan pembangunan di desa. Namun menurut penulis Pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memang ada yang masih perlu di 
tingkatkan, karena pemerintah desa dalam menggali sumber pendapatan desa 
memang sangat minim. Pengelolaan pendapatan belum variatif, hanya beberapa 
sumber yang dikelola. Untuk belanja desa, masih terbatas dalam alokasi untuk 
pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk 
mengetahui tentang kapasitas pemerintah desa Tirtonirmolo dalam pengelolaan 
APBDES. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan 
dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang kepala desa, 3 orang perangkat desa, 3 
orang BPD, 4 orang tokoh masyarakat, dan 7 orang masyarakat. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan 
langkah langkah meliputi : pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan 
kesimpulan. 

 Hasil yang didapat dalam penelitian ini 1) Pengelolaan Pendapatan Desa 
sudah berjalan sesuai aturan, dimana pemerintah desa dalam menjalankannya 
selalu ada perencanaan dan pemerintah desa juga tidak hanya mengandalkan Dana 
Desa dan Alokasi Dana Desa, akan tetapi pemerintah desa berupaya menggali 
sumber keuangan dari PAD. 2) Pengelolaan belanja desa sudah sesuai dengan 
prosedur yang sudah diatur, dimana pemerintah desa dalam merencanakan belanja 
itu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang di bahas di musyawarah desa. 3) 
Pengelolan pembiayaan desa itu sudah berjalan sesuai aturan, dimana pemerintah 
desa dalam menetapkan pembiayaan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dan 
juga untuk kepentingan desa, pemerintah desa Tirtonirmolo juga sangat terbuka 
pada setiap kegiatan yang dilakukan dan mempublikasikan setiap rincian belanja 
dan pembiayaan yang dilakukan oleh desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari Desa, desa 

merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa 

merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di 

masyarakat. Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa 

ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara 

administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang 

berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Lahirnya undang-

undang nomor 6 tahun 2014 diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam 

menjawab semua persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat desa 

mulai dari sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi kegelisahan masyarakat, 

bangsa dan negara selama ini. Selain itu, undang-undang desa yang baru ini 

dapat memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah 

desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Dan 

yang tak kalah pentingnya, UU desa tersebut akan memperkuat desa sebagai 

entitas masyarakat yang mandiri.  

Dalam hal ini, sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang penguatan peran dari lembaga-lembaga desa yang 

dimaksud adalah penguatan dari peran pemerintah desa itu sendiri. Dalam 

menyelenggarakan pemerintah desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, 

baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar 

penyelenggaraan pemerintah desa tidak melenceng dari rel yang ada. 
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Sementara bagi masyarakat dengan mengetahui asas-asas penyelenggaraan 

pemerintah desa ini dapat menjadikan sebagai referensi untuk ikut serta 

mengontrol jalannya roda pemerintah desa. Berdasarkan pasal (24) Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 penyelenggaraan pemerintah desa harus 

memperhatikan asas-asas sebagai bekut : 

1. Kepastian hukum; 

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 

3. Tertip kepentingan umum; 

4. Keterbukaan; 

5. Proporsionalitas; 

6. Profesionalitas; 

7. Akuntabilitas; 

8. Efektivitas dan efisiensi; 

9. Kearifan lokal; 

10. Keberagaman; dan 

11. Partisipatif. 

  Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa 

termasuk menyusun APBDes sebagai bagian dari Peraturan Desa telah diatur 

dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal (27). APBDes 

adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata 

pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain 

dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. 

Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah 

kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol 
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sangat penting untuk melihat sejauh mana kapasitas pemerintah desa dalam 

menyusun APBDes. Dalam menyusun dan menetapkan APBDesa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, yang 

berwenang adalah pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan 

perangkat desa (Sekretaris Desa, Kaur-kaur, dan Kepala wilayah), dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) serta lembaga kemasyarakatan desa (Rukun 

Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang 

Taruna). 

 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sendiri merupakan 

bagian dari peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan 

alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas 

bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa 

dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa 

bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun dan menetapkan APBDes 

setiap tahun dengan Peraturan Desa. Secara umum, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, dapat 

dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDes, ditetapkan oleh Kepala 

Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.  Sebagai penyelenggara, 

pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari 

APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa 

juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah, Bantuan Keungan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). 

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk 

APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan 
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perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan 

mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna 

anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. Menurut 

ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point 

pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan 

telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. 

Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan 

dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa. Ada tiga jenis 

dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. 

Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara 

legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait 

lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh 

mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan 

timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan 

dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala 

Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai 

pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, 

APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas 
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masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil 

masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan 

APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, 

besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses 

pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat 

memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan 

masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-

program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa 

tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 37 ayat 2 

dan ayat 3 perananan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksankan 

APBDesa terdapat pada kewenangan pemerintah desa. Pelaksanaan dari 

tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa 

dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan 

dengan penyusun dan pelaksanaan APBDesa. Kepala desa, selaku unsur 

pelaksana pemerintah desa memilki peran strategis sebagai berikut: (a) 

menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa; (b) mengajukan 

rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama Badan Permusyawaratan Desa; (c) menyampaikan rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama Badan 

Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 

(tiga) hari kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi; (d) melaksanakan 

APBDesa melalui penetapan keputusan desa atau keputusan kepala desa; (e) 
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mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; dan (f) 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

  Faktor penggunaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran di 

desa ini sangat penting dibahas, sejauh mana pengelolaan APBDES atau 

keuangan desa baik yang bersumber dari pusat maupun pengahsialan desa itu 

sendiri (PADes). Hal-hal tersebut membuat kondisi menjadi rentan, karna bila 

tidak dilaksanakan dengan baik dan dengan kapasitas atau kemampuan yang 

cukup, maka akan menyimpang dan melanggar undang-undang. Namun kalau 

hal terebut dipaksakan dengan persiapan yang minim maka bisa menjadikan 

kondisi lebih amburadul, misalnya terjadi penyelewengan atau korupsi atau 

bisa juga pelaksanaannya tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat bagi 

masyarakat. Memang kita tahu bahwa dalam penerapan dan pelaksanaan 

sebuah tata kerja yang  baru tidak mungkin langsung bisa dilakukan dengan 

sempurna tetapi kesiapan pemerintah desa akan lebih meminimalisir 

persoalan dan masalah yang terjadi, sehingga tujuan utama pelaksanaan 

undang-undang desa akan menjadi kenyataan. 

  Penelitian dilaksanakan di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul. Dari hasil pengamatan awal, pengelolaan pendapatan dan 

belanja desa memang sudah baik. Namun masih banyak kendala dan 

hambatan yang dialami oleh pemerintah desa, mulai dari perumusan 

kebijakan sampai dengan penerapan pembangunan yang sudah tercantum di 

dalam anggaran dan belanja desa. Adanya perubahan nomenklatur dan jenis-

jenis dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, seperti pengelompokkan 

pendapatan dan belanja desa yang lebih terpenci dari petunjuk sebelumnya. 
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Selain itu laporan pertanggung jawaban yang dibuat desa belum mengikuti 

standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya 

menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Perubahan-perubahan itu 

berdampak pada kesiapan aparat Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul dalam menyusun APBDes. 

  Bercermin pada permasalahan dari latar belakang tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Dari latar belakang masalah di atas peneliti mengambil rumusan 

masalahnya adalah Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  tentang pengelolaan 

APBDes di Desa Tirtonirmolo  

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penulis dan pembaca 

khususnya untuk mengetahuhi pengelolaan APBDes 

2. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintahan desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahn terutama dalam hal pengelolaan 

APBDes 
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